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bekerjanya aparat penegak hukum
pidana mulai dari proses penyelidikan
dan penyidikan, penangkaPan dan
penahanan, penuntutan dan
pemerikasaan di sidang pengadilan,
serta pelaksanaan kePutusan
pengadilan. Atau dengan kata lain
bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan
petugas lembaga permasyarakatan,
yang berarti pula berprosesnya atau
bekerjanya hukum acara pidana.l
Nampakyan, terdapat kesePakatan
bahwa penyelenggaraan peradilan
pidana di berbagai negara mempunyai
tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah
usaha pencegahan kejahatan
(prevention of crime) baik jangka
pendek (resosia/rsas i pel aku kei a h ata n ),
jangka menegah (pengadilan keiahatan),
maupun dalam jangka Panjang
(ke sej ahteraan sosia/).
Dalam rangka mencapai tujuan
yang demikian ini masing-masing
petugas hukum di atas, meskiPun
tugasnya berbeda-beda, harus bekerja
dalam satu kesatuan system. Artinya,
1 Ansorie Sabuan, dkk, Hukum Acara Pidana,
PenerbitAngkasa, Bandung, 1990, hal. 1
kerja masing-masing Petugas
hukum dimaksud harus saling
berhubungan secara fungsional. Karena,
seperti diketahui, penyelenggaraan
peradilan pidana itu merupakan suatu
system, yaitu suatu keseluruhan
terangkai yang terdiri atas unsur-unsur
yang saling berhubungan secara
fungsional.2
Berbicara mengenai lembaga
kepolisian, maka penulis tertarik untuk
membahas permasalahan sePutar
institusi penegak hukum ini ketika
masih berada di bawah Rezim
Orde Baru.
Polisi sebagai bagian dari sistem
peradilan pidana meruPakan suatu
institusi yang selama ini (dibawah rezim
Orde Baru) berada dibawah institusi
militer(ABRI).
Sebagai institusi Yang disatu
sisi nrerupakan bagian dari sistem
peradilan pidana, sedangkan disisi
lain merupakan institusi yang berada
di dalam ABRI daPat dibaYangkan
bahwa prilaku dan kinerja aParat
kepolisian tentunya dipengaruhi oleh
gaya-gaya militer Yang tentu hal
demikian tidaklah benar.
Akhirnya melalui suatu Proses
yang disebut reformasi, institusi




dan sederhana diatas, maka Yang
2 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan
Peranan Sanksi, Remaja Karya, Bandung, 1 985,
hal. 71.
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menjdi permasalahan dalam tulisan
ini ialah : Bagaimanakah status dan
peran Polri dalam perspektif sistem
peradilan pidana selepas dari tubuh
ABRI ?
C. Pembahasan
Sebagai suatu institusi yang
merupakan bagian dari suatu sistem
peradilan pidana, sesungguhnya
kepolisian telah mendapatkan
legitimasi melalui beberapa perundang-
undangan, yaitu Undang-Undang
Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (atau yang biasa dikenal
dengan KUHAP), maupun dalam
Undang-Undang Kepolisian; Undang-
Undang Nomor 28 tahun 1gg7
sebagaimana yang telah diganti
dengan Undang-Undang Nomor 2
tahun 20A2, yaitu sebagai penyelidik
dan penyidik.
Dengan demikian, dengan melihat
ke belakang dimana kedudukan polri
sebagai komponen sistem peradilan
pidana yang selama ini berada di
dalam ABRI memanglah tidak tepat.
Kalau Polri diberi status sebagai
"penegak hukum" dan merupakan
komponen dari sistem peradilan
pidana, maka seyogyanya Polri yang
bertugas sebagai penegak hukum
berada di lingkungan "kekuasaan
kehakiman " atau Mahkamah Agung,
karena sistem peradilan pidana
pada hakikatnya merupakan
implementasi atau aplikasi dari
kekuasaan kehakiman. Dengan
perkataan lain, sistem peradialan
pidana pada hakikatnya merupakan
'sitem kekuasaan kehakiman di
bidang peradilan pidana".
Dalam perspektif sistem peradilan
pidana, kekuasaan kehakiman itu
diwujudkan/diimplementasikan dalam




umum), "kekuasaan mengadili, (oleh
badan pengadilan) dan kekuasaan
pelaksanaan putusan/pidana, (oleh
badan/ lembaga eksekusi). Keempat
tahap ini merupakan satu kesatuan
sistem penegakkan hukum pidana
(atau sistem peradilan pidana) yang
integral.3
Kalau POLRI sipilsebagai penegak
hukum masuk dalam lingkungan
kekuasaan kehakiman, bukan dalam
lingkungan ABRI, maka diharapkan
ada beberapa keuntungan, antara lain :
1. Diharapkan pOLRt sebagai
penegak hukum lebih mandiri dan
lebih terintegrasi dalam satu
kesatuan dengan aparat penegak
hukum lainnya dalam sistem
peradilan pidana;
Tidaka ada lagi dualisrne dalam
sistem rekruitmen, pendidikan,
pembinaan, dan pengawasan/kontrol;
tidak ada "keseganan" dan ,,perbedaan
status" sesama aparat penegak
hukum, terlebih lagi bagi warga
masyarakat sipil pada umumnya;
tidak ada lagi "keseganan' pOLRI
(kalau tetap sebagai ABRI) terhadap
3 Barda Nawawi Arief, Masala h penegakkan
Hukum dan Kebijakan Hukum pidana Dalam
Penanggulangan Kejahatan, penerbil Kencana,






5. diharapkan tidak ada lagi'budaya/
disiplin militer yang terkadang
terlalu kaku dalam melaksanakan
perintah atasan;4
6. memudahkan lulusan pendidikan
hukum (Fakultas Hukum) yang
merupakan warga sipil untuk akses
ke bidang penyidikan karena tidak
, harus'menjadiABRI"tebihdahulu;
7. memudahkan sistem rekruitmen
bagi POLRI untuk mencari tenaga
ahli hukum dari kalangan sipil
(karena tidak harus menjadi ABRI
lebih dahulu).
Semua aparat yang melaksanakan
"kekuasaan kehakiman' (kekua'saan
menegakkan hukum) sepatutnya
disebut sebagai aparat penegit<
hukum. Masyarakat luaspun
memandang mereka sebdgai ialaV
a.parat negara penegak hukum'.
Namun dalam istilah perund,angl-
undangan ada kejanggalan atau ada
penyebutan yang berbeda, yaitu :
a. Polisi disebut sebagai ;alat negara
penegak hukum'(Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang nomor 13 tahun
1961; Pasal 30 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1982;
Pasal 13 sub a Undang-Undang
Nomor2Stahun 1997);
b. Jaksa disebut sebagai "pejabat
yang diberi wewenang undang-
4 Dalam Laporan Kongres pBB ke-5/197S,
dikemukakan bahwa , the polie efficer of
today was not a merc receiver of onei Out
some or?e who needed to be anveined of
tDe nghtness of what was ordiret.
udang untuk bertindak sebagai
penuntut umum serta melaksanakan
putusan pengadilan" (Pasal 1 ke-1
Undang-Undang Nomor S tahun 1991)
yang dalam undang-undang yang
baru dinyatakan "Jaksa adalah
pejabat fungsional yang diberi
wewenang oleh undang-undang
untuk bertindak sebagai penuntut
umum dan pelaksana putusan
pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap serta
wewenang lain berdasarkan undang-
undang' (Pasal 1 ke-1 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004), dan
'Kejaksaan adalah lembaga
pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang
penuntutan' (Pasal 2 ayat (1 ) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 19gl yang
telah berubah menjadi Undang-
Undang Nomor 16Tahun 2004);
c. Hakim adalah "pejabat yang
melaksanakan .tugas tetuaiaan
kehakiman' (Pasal 12 ayat (1) Undang-
Undang Nomo_r 2 Tahun 1986
jo. Undang-Undang Nomor I Tahun
2004 dan Pasat 31 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1OO [; datam
Pasal 27 ayal (1) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 disebut
juga hakim sebagai qpenegak hukum
dan keadilan'.
Sebagaimana telah dikemukakan
diatas, bahwa kalau status POLRI
adalah penegak hukum dan merupakan
bagian/komponen dari sistem peradilan
pidana, maka seyogyanya tugas pOLRI
yang demikian itu (yaitu sebagai
penyelidik dan penyidik) berada dalim
l
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lingkungan kekuasaan kehakiman.
Kalau kekuasaan kehakiman
dlartilen secara hras ssperti dikemukakan
diatas, dan menurut pasal 24 UUD194s, .kekuasaan kehakiman
dilaksanakan ohh Mahkamah Agung",
maka Mahkamah Agung seyogyanya
tidak hanya berfungsi mengiwasi
penegakan hukum oleh badan
pengadilan, tetapi juga mengawasi
seluruh proses penegakan hukum
mulai dari tahap penyidikan, penuntutan
sampai pada putusan dijatuhkan dan
dilaksanakan/dieksekusi. dengan kata
lain, Mahkamah Agung-lah yang
seyogyanya menajdi pengendali
dari keseluruhan proses penegakan
hukum, termasuk penegaian nufum
lenrat sistem peradilan pidana. Ini berarti
pengawasan tugas POLRI sebagai
penegak hukum seharusnya juga
berpuncak pada MahkamahAgung.- -
Dirasakan janggat apabila iugas/
wewenang POLRI sebagai penegak
lykum (yaitu sebagai pejaLat penyiiOtrldiangkaUditunjuk oteh rnpblni
yang berstatrs ABRI (pasal Z ayat (31
Peraturan Pemerintah Nomor Z7' Tahii
1983 tentang pedoman pelaksanaan
KUHAP), dan pejabat penyidik dari
Perwira TNTAL diangkat oleh pANGAB
(Pasal 14 Undang-Undang Nomor S
Tahun 1983 dan pasal 3i Undang_
Undang Nomor g Tahun 19gS).5
Kalau POLRI sebagai penegak
hukum (yang menjalankan tulas
kekuasaan penyetidikan/penyidikln)
5 Udaryl}rOang nomor 9 Tahun 19g5 tentangpeilamn srdah diubah dengan Undangl
t rdnrg lbDor3l Taturn 2004.
dimasukkan dalam lingkungan
kekuasaan kehakiman, maka pJrlu
dipikirkan adanya unOang_uni"nt
khusus yang mengatur tentaig badaJ
temDaga penyelidikan yang terpisah
1?ri undang-undang fLpotisian.Disamping itu, perlu ditinjau ufang
semua peraturan perundang-undangan
yang memberi kesan, bahwa pOLRl
lefa9a! penegak hukum sipil berada
lalam lingkungan ABRI seperti terlihatdalam beberapa undang_undanq.
a.ntara lain Undang-Undang Kepolisia-n
(Undang-Undang Nomoi 2'Tahun
?A04. Undang-Undang HANKAM(Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2AA2), Peraturan pemerintah Nomor
27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan
KUHAP.
Dalam kaintannya dengan peran
POLRT datam kebijakan -kri;in;t,
maka secara sederahana dapailah
dikemukakan disini bahwa secara intempihak POLRI dapat menentukan
kebiajakan operasional dalam uo"r,
penanggulanagan kejahatan, *"["
POLRI dan semua aparat lainnya Oalam
ruang lingkup sistem peradilan pidana
dapat saja menentukan langkah_langkah
kebijakan legistatif formulatif Oilam
ralgle menyusun perundang_undangan
untuk memberantas kejahitan/tiniak
pidana, maka sudah barang teniu
kebijakan demikian ditentukin oteh
badan legislatif. Namun demitian,
dapat saja pOLRI (dan aparat penegak
hukum tainnya) ditibatkan' ,nirf
berpartisipasi dalam penyusunan
Ketertiban/partisipasi pOLRI
dalam kebijakan tegistatif itu pernah
n
furan Kqdls;ian ... ( yutiAsmara Tiputn, SH., M.Hum. ) g7
iuga menidi bpik pembahasan
dalam Konggres pBB ke-S, salah
satu agenda Konggres sewaktu
rernbkaakan rnmtah'Tke emergrryr
rofes of the potice and ather law
enfu melad 4raracies' datah rnasalah
'po/ice irwefvernent in trrc fa*nutation
of legrslatio*'. Datam laporan hasit
Konggres itu diakhiri dengan
kesimpbn yang antara hin menyatakan
: "Police should participate in the
preparatiwr af legidatbn wlfich affected
pdlefundianas".
tr Penutup
Sebagai akhir penutup dari
tutisan ini, maka dapatah dikemukakan
di stni balrwa degan telah berpisahnya
POLRI dari tubuh ABRI kiranya kinerja
plisi sebagai aparat penegak hukum
dalam suatu sisiem per:adilan pidana
dapat tebih profesionat. Hat ini
disebabkan peranan dan fungsi yang
sebma ini dikomandoi obh ABRI tetah
diambil sepenuhnya oleh pihak lcepdbian
itu sendiri. Dengan demikian diharapkan
plisi yang mandiri dalam melaksanakan
tugas-tugasnya dalam penegakkan
hukum dapat tercalisasi tanpa adanya
intervensi dari pihak di Iuar tubuh
POLRI itu sendiri.
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